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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Uraian Teori 

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang 

terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus 

diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. 

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain 

tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:  

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu 

atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena 

penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah.  

 

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana 

penggelapan yaitu :
14

 

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat 

disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan 

kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB 

XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan 

kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih 

memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang 

sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. 

 

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan 

ini, bahwa :
15

 

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak 

pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena 

penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian 

orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu 

                                                            
14 Tongat, 2006: “Hukum Pidana Materiil”. UMM Press. Malang. Hal. 57 
15 Ibid Hal. 60 
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menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka 

orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.  

 

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai 

penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai 

berikut :
16

 

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara 

harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara 

arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya 

sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih 

mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai 

yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui 

dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai 

benda tersebut bukan karena kejahatan. 

 

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan 

dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan 

penggelapan secara lengkap sebagai berikut :
17

 

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang 

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya 

bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana 

eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” 

atau “penggelapan”. 

 

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa 

berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok 

mempunyai  unsur sebagai berikut:
18

 

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari: 

1. Mengaku sebagai milik sendiri 

2. Sesuatu barang 

                                                            
16 Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 

70 
17 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: “Kamus Istilah Aneka Hukum”. Pustaka 

Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252 
18 Tongat Op Cit Hal. 71 
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3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain 

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

b. Unsur Subjektif 

1. Unsur Kesengajaan  

2. Unsur Melawan Hukum 

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah: 

a. Unsur Objektif 

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri 

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa 

perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan 

pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan 

perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia 

melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap 

benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini 

mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak 

pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.
19

 

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri 

(menguasai)”, menyebutkan : 
20

 

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur 

“subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut 

merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, 

“menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal 

ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang 

(yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus 

dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu 

untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi 

miliknya.Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan 

“menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena 

                                                            
19 Adami Chazawi Op Cit Hal. 72 
20 Tongat Op Cit Hal. 59 
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perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada 

penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana 

penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah 

terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, 

ditukar, dan sebagainya.  

2. Sesuatu Barang 

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya 

sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada 

barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek 

penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya 

berwujud, dan atau bergerak.  

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, 

menerangkan bahwa :
21

 

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu 

hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi 

indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda 

itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan 

perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang 

berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-

benda tidak berwujud dan tetap. 

 

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain  

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah 

barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang 

lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda 

                                                            
21 Adami Chazawi Op Cit Hal. 77 
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yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek 

penggelapan. 

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan 

barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada 

meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. 

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. 

Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif 

sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, 

menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak 

perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud 

pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai 

bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam 

penggelapan harus ada pada pelaku. 

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena 

kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan 

pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam 

kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh 

seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam 

meminjam dan sebagainya. 

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena 

kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi 

kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut 
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untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut 

berarti melakukan penggelapan. 

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara 

melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan 

sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap 

perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara 

nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. 

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung 

dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:
22

 

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus 

menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat 

penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat 

penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus 

menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk 

menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang 

lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”. 

 

b. Unsur Subjektif 

1. Unsur Kesengajaan 

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. 

Sebagaimanadalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni 

kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak 

memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan 

kesengajaan yang terdapatdalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada 

penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak 

atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur 

tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang 

                                                            
22 P.A.F. Lamintang 2009. “Kejahatan Terhadap Harta kekayaan”.Sinar Grafika:Jakarta. 

Hal. 131 
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timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu 

tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan 

sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. 

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan 

berarti :
23

 

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang 

lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan 

hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya 

atau bertentangan dengan hak orang lain; 

2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk 

melakukan perbuatan memiliki; 

3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki 

itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik 

orang lain sebagaian atau seluruhnya. 

4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada 

dalam kekuasaannya bukun karena kejahatan. 

 

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada 

dibelakangnya ituharus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan 

antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian 

langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang 

tidak memerlukan tindakan lain. 

2. Unsur melawan hukum 

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur 

melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam 

hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan 

pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya 

sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan 

pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah : 

                                                            
23 Adami Chazawi Op Cit Hal. 83 
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a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai 

perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan 

mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur 

subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, 

berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada 

selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada 

perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki. 

b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada 

pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari 

perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya 

karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda 

tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang 

sesuai dengan hukum 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan 

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, 

yaitu:  

a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa  

b. Penggelapan ringan  

c. Pengelapan dengan pemberatan; dan  

d. Penggelapan dalam keluarga  
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a. Penggelapan Biasa  

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada 

pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 

KUHPidana yang menyebutkan bahwa :  

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan 

pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah.  

 

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat 

bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :  

1. Unsur objektif :  

a. Perbuatan memiliki;  

b. Sebuah benda/ barang;  

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan  

d. Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.  

2. Unsur subjektif :  

a. Kesengajaan; dan  

b. Melawan hukum,  

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami 

Chazawi menerangkan :
24

 

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh 

orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan 

dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu 

diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa 

kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena 

alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.  

 

                                                            
24 Ibid Hal. 73 
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Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan 

haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan 

bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang 

diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari 

penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tenang arti harfiah dari 

pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. 

Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan 

kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.  

 

b. Penggelapan Ringan (geepriviligeerde verduistering)  

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 

KUHPidana Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan 

dirumuskan sebagai berikut :  

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua 

puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana 

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus 

lima puluh rupiah.  

 

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan 

mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :
25

 

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang 

diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak 

pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya 

tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.  

 

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang 

memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam 

                                                            
25 P.A.F Lamintang Op Cit Hal .133 
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tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang 

sengat berharga bagi masyarakat Indonesia.  

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang 

dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya 

bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka 

terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang 

tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan 

menurut korban atau petindak orang tertentu. 
26

 

 

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (geequalificeerde verduistering)  

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 

KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana 

penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan 

bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan 

ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum 

adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat 

penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :  

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan 

sebagai berikuti :  

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau 

karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun.  

 

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan 

kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya 

                                                            
26 Adami Chazawi Op Cit Hal. 94 
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perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja 

tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan 

atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.  

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang 

menyatakan:  

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang 

untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau 

pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap 

barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun.  

 

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah 

penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya 

sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus 

diurusnya.  

 

d. Penggelapan Dalam Keluarga  

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 

KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada 

intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang 

pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak 

pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih 

dalam lingkungan keluarga.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan 

berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :
27

  

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 

melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang 

                                                            
27 Tongat Op Cit Hal. 68 
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antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak 

terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat 

dilakukan penuntutan.  

2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain 

melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang 

diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja 

dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah 

keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping 

sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan 

penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.  

 

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka 

penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan 

penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya 

kepada pihak yang berwenang. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman 

sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun 

peraturan perundang undangan lainnya.  

Menurut Soerjono Soekanto tindak pidana adalah perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang 

dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku Penggelapan dalam 

tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang, 

menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu 

berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari 

hasil kejahatan.
28

 

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini 

yaitu kajian hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu membahas 

                                                            
28 Soerjono Soekanto,1999. “Pokok - Pokok Sosiologi Hukum”, Raja Rafindo Persada, 

Jakarta,Hal .10.   
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bagaimana dikatakan tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana 

penggelapan serta bentuk pertanggung jawaban yaitu sanksi dan hukuman yang 

akan diperoleh bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan penggelapan 

tersebut, faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana penggelapan serta dampak 

juga terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. 

Dalam hal ini alasan penulis mengambil penulisan tentang penggelapan 

uang ibadah umroh dikarenakan adanya kasus tentang tindak pidana penggelapan 

yang terjadi, yang membuat penulis ingin mengkaji dan mengetahui lebih tentang 

tindak pidana penggelapan yang terjadi. 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, 

tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti 

tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup  data 

untuk membuktikannya.  

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam 

melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau 

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.
29

 Dalam 

hal in penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam 

permasalah yang dibahas adalah sebagai berikut 

                                                            
29  Syamsul Arifin, 2012. “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, 

Medan Area University Press, Hal.38 
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1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh 

pada Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn yaitu pelaku melakukan 

dikarenakan keadaan terpaksa yaitu kondisi keuangan perusahaan pelaku 

mengalami krisis yang membutuhkan uang untuk menutupi kekurangan 

para jamaah yang akan diberangkatkan terlebih dahulu, dan lebih kepada 

faktor ekonomi untuk perusahaan. 

2. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penggelapan 

disini berupa: Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak 

terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah 

bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak 

tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penggelapan yang merugikan 

orang lain. Dan Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana penggelapan agar memberi efek jera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


